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MOTTO

“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup
untuk memperbaiki kesalahan, Tapi untuk melakukan yang benarpada
setiap kesempatdn ...

(MarioTeguh)

! Dikutip dari twitter Mario Teguh : @MTLovenHoney diakses tanggal 16 Juli 2020
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RINGKASAN

Suatu hal yang menarik untuk dikaji lagi secara lebih mendalam
khususnya mengenai sinergitas antara POLRI dan Satpol PP dalam pengamanan
PEMILU. karena sejatinya, Satpol PP merupakan aparat penegak hukum Non
Yustisiahpakah memiliki kewenangan yang sama dengan POLRI dalam hal
pengamanan PEMILU atau bahkan sebaliknya ada tumpang tindih kewenangan
antara POLRI dan Satpol PP.Dengan adanya uraian tersebut, penulis ingin
mengkaji lebih lanjut lagi tentang peranan dan kewenangan Satuan Polisi Pamong
Praja khususnya dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum: 1.Bagaimana
kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja ketika dalam proses pengamanan pemilu
sebagai aparat penegak hukum Non Yustisiahpa saja kendala yang dihadapi
oleh Satuan Polisi Pamong Praja didalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis
normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.
Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.
Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif
kualitatif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, PertamaDalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja jelas disebutkan bahwa Satuan Polisi pamong praja adalah aparat
penegak hukum dimana kewenangannya adalah menindak seseorang atau pihak-
pihak pelanggar Perda/Perkada. Namun disisi lain juga diatur mengenai statusnya
yang sebagai PNS sangat dimungkinkan untuk diangkat menjadi PPNS. Dimana,
PPNS memiliki kewenangan mulai dari melakukan tindakan penyidikan sampai
dengan mengajukan perkara tersebut ke pihak kejaksaan seperti halnya Kepolisian
sehingga bapabila terjadi pelanggaran didalam tahapan-tahapan Pemilu Satuan
Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan penindakan yang sama dengan pihak
Kepolisian. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terjadi tumpang tindih

kewenangan antara kepolisian Negara Republik Indonesia dan Satuan Polisi
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Pamong Praja yang sama-sama mengatur dengan jelas mengenai penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan pula kewenangan untuk
melakukan penindakan apabila terjadi suatu pelanggaran dalam tahapan Pemilu.
Sehingga, menjadi sesuatu yang obscuur libel dimana kedua aparat tersebut
memiliki kewenangan yang sama.. KedugKendala atau hambatan-hambatan yang
dialami Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya ada beberapa faktor mulai dari faktor internal dan eksternal
sampai dengan faktor yuridis dimana aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang
mengatur atau yang menjadi payung hukum seringkali menghambat Satuan Polisi
Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lapangan, karena
mengatur kewenangan yang sama dengan aparat penegak hukum Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Saran yang diberikan bahwa, PertamaSeharusnya ada peraturan yang
tegas dan jelas mengatur pembagian dan kewenangan peran serta kedua aparat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian negara republik indonesia dalam
pengamanan Pemilihan Umum sehingga dapat menjadi dasar hukum yang jelas
dan pasti. Dengan pelibatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan
Pemilihan Umum setidaknya dapat mewujudkan unsur daerah yang aman, tertib
dan tenteram, dan dapat dengan jelas mengetahui batasan-batasan kewenangan
antara kedua aparat penegak hukum tersebut dan tidak terjadi tumpang tindih
kewenangan antara Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.. Kedudeharusnya ada kejelasan
pengaturan atau memperbaiki aturan yang ada dan berlaku saat ini agar para
aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik dan dapat mewujudkan
ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat sebagai tugas Satuan Polisi Pamong
Praja dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya
tidak terjadi singgungan atau benturan kepentingan dan tidak ada halangan
ataupun kendala kedua aparat penegak hukum tersebut dalam menjalankan tugas

dan fungsinya masing-masing.
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1l atar Belakang

Hukum mengatur dan menetapkan apa-apa saja yang harus dilakukan dan
apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan. Penegakan hukum merupakan suatu
persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum
mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan/aturan di dalam
masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum
merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak
menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak

pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.?

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Untuk
Selanjutnya disebut (UUD NRI tahun 1945),menegaskan bahwa Negara Indonesia
berdasarkan negara hukum(rechtstagtbukan berdasarkan kekuasaan belaka
(machstaatHal iniberarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara
hukumdemokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara
Republik Indonesia Tahun 1945 dimana senantiasa menjunjung tinggi hak
asasimanusia serta menjamin persamaan derajad setiap warga negaranya di
hadapanhukum dan pemerintahan (equalitybeforethe lavy. Sebagai negara
hukum tentunya semua orangmemiliki hak dan kedudukan yang sama didepan
hukum baik kaya,miskin, laki-laki, perempuan, orang biasa dan orang yang
mempunyaipangkat dan kedudukan. Seperti yang dikatakan oleh Charles Louis
deMontesquieu * kalimat-kalimat hukum harus bermakna sama untuk

seluruhmanusia.

Sistem demokrasi dan konstitusi negara merupakan dua pilar penting untuk
menegakkan hak azasi manusia di Indonesia.Berdasarkanketentuan dalam Pasal 1

ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945yang menyatakan

2 Yunasril Ali, Dasar-Dasar lImu Huk(@mar Grafika, Jakarta, 2007), Hlm 244

3 Evi Hartati, Tindak Pidana KorySinar Grafika, Jakarta, 2009), hlm 1

4 Achmad Ali, Criminal Justice Syst@rn Umitoha Ukhuwah Grafika Makassar, 2011),
Hlm 28
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bahwa ” Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasgmleh karena itu kedaulatan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat,

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum

yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja

dan tanggung jawab KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum mencangkup

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan

KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan

meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU

dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Lembaga yang bertanggung jawab mengatur administrasi penyelenggaraan
pemilu harus independen dan mampu mengadakan proses pemilu yang adil dan
efektif. >) Fungsi pengawasan intern oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
dilengkapi dengan fungsi pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Badan
Pengawas Pemilu (Untuk Selanjutnya disebut Bawaslu) serta Panitia Pengawasan
Pemilu(untuk selanjutnya disebut Panwaslu) Provinsi, Kabupaten/Kota,
Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Pembentukan pengawas pemilu tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi
kemandirian dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum tetapi
untuk membantu kinerja KPU agar pemilu berjalan semestinya, dengan adanya
pengawasan diharapkan orang ataupun suatu lembaga dapat menjalankan

fungsinya sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Di lapangan Panitia panwaslu bertugas untuk mengawasi pelanggaran
yang dilakukan oleh peserta pemilu, sebagaimana diuraikan di atas maka terlihat
bahwa Panwaslu mempunyai peranan yang sangat penting dan vital dalam rangka
mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. seringkali terkadang dalam menangani pelanggaran pemilu ada peran

5  Setio W. Soemeri,Didik Supriyanto,Topo Santoso, Penanganan Pelanggaran Pemilu
(Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011), hlm.2
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Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disingkat SatPol PP) yang bertugas untuk
membantu kelancaran sebelum, saat dan sesudah proses pelaksanaan
Pemilu.Penyelenggaraan pemilihan umum yang melibatkan semua komponen
bangsa, tidak hanya KPU dan Panwaslu saja yang sebagai penyelenggara, juga
melibatkan unsur dari penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan)
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah
desa. dalam penyelenggaraan pemilu harus dapat dipastikan bahwa prinsip dan
azas- azas pemilu telah dapat dilaksanakan secara baik dan benar. Namun, dalam
setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sangat memungkinkan terjadinya
pelanggaran baik oleh penyelenggara, peserta Pemilu maupun oleh pemilih pada
masa kampanye sebelum pemilu,saat pemilu maupun setelah pemilu. Hal inilah
yang harus menjadi fokus utama dalam pengawasan oleh Panwaslu beserta pihak
terkait lainnya termasuk pula satpol PP. Panwaslu bekerja sama dengan pihak-
pihak terkait mulai dari jajaran TNI, POLRI sampai Satpol PP untuk menciptakan
suasana yang tertib dan aman. Peran serta Satpol PP dijelaskan didalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk
membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan
penyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Djenal Hossen Koesoemahatmadja memberikan pendapatnya bahwa
Tugas Polisi Pamong Praja sangat luas, dimana kemajuan suatu daerah atau
wilayah sebagian besar tergantung dari inisiatif pembesar pamong praja sebagai
koordinator di wilayahnya yang dapat menjamin kerjasama koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi segala kegiatan berbagai instansi vertikal dan horizontal di
wilayahnya untuk mencapai daya guna dan hasil guna pembangunan yang

sebesar-besarnya.®

Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengamanan

dalam pemilu demi tercapainya ketentraman, ketertiban umum dan penegakan

® Djenal Hossen Koesoemahatmadja, Fungsi dan Struktur Pamong @dajani,
Jakarta, 1978), him.8
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peraturan daerah serta Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana yang telah di
amanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 255. Keberadaan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga yang
perlu diberdayakan fungsinya dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu disamping
unsur kepolisian dan aparat keamanan lainnya. Namun, penulis dalam ini
menemukan suatu hal yang menarik untuk dikaji lagi secara lebih mendalam
khususnya mengenai sinergitas antara POLRI dan Satpol PP dalam pengamanan
PEMILU. karena sejatinya, Satpol PP merupakan aparat penegak hukum Non
Yustisiahpakah memiliki kewenangan yang sama dengan POLRI dalam hal
pengamanan PEMILU atau bahkan sebaliknya ada tumpang tindih kewenangan
antara POLRI dan Satpol PP.

Dengan adanya uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut lagi
tentang peranan dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam
tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum, serta menuangkannya lebih lanjut dalam
bentuk penulisan skripsi hukum dengan judul : “Kewenangan Satuan Polisi
Pamong Praja Dalam Pengamanan Pemilu Sebagai Aparat Penegak Huk
Non Yustisial"”

1.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka
penulis mencoba mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja ketika dalam proses
pengamanan pemilu sebagai aparat penegak hukum Non Yustisial
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja didalam

menjalankan tugas dan kewenangannya?
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1.3Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini meliputi 2 (dua)
hal, antara lain :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja
dalam proses pengamanan pemilu sebagai aparat penegak hukum ANon
Yustisial

2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala-kendala pelaksanaan tugas dan

fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemilihan umum

1.4 etode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil,
memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang
konkrit. Metode ini akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga peneliti dapat
mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Begitu juga
dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode
penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum
yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian
didalam kerangka know-howi dalam hukum.” Metode penelitian yang diterapkan
oleh peneliti, bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah
agar analisa yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.
Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang
sistematis dan terarah maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian

sebagai berikut:

7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian HukufBencana Prenada Media Group, Jakarta,
2016), him. 83.
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1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum
yang timbul, yaitu memberikan preskripsi® mengenai apa yang seyogjanya atas isu
yang diajukan.’ Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif /ega/
researgh Adapun penelitian hukum (/egal researchhdalah menemukan
kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah
norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta

apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.'°

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan
yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek
mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari
jawabannya. Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan
yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan Gtatute approgd) pendekatan
konseptual (conceptual approa€?¥) pendekatan historis ( historical approach
(4) pendekatan kasus (case approadh dan (5) pendekatan perbandingan
(comparative apprgatPendekatan yang dipergunakan dalam hal ini meliputi

2 (dua) macam pendekatan, yaitu :
1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil

dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang
dihadapi »

8 Preskripsi berarti apa yang diharuskan. Lihat Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat
Bahasa, TesaurusBahasalndonesiaPusat Bahasa,Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasioanl, 2008, hlm.385.

® Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Resegsinhy,
Grafika, Jember, 2013), hlm.1

10 peter Mahmud Marzuki , Op.Cithlm. 47.

peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukpfiencana Prenada Media Group, Jakarta,
2016), hlm.18

12) |bid hlm.93
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2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach
Suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-
prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-

pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan
untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi
mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan
dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi

ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri
dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

D UL

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong

Praja
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang

berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan

9 /bid hlm.138
14/bid him. 181.
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hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.'>) Adapun yang
termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan
penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan
para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan
putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang
memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang
memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi,
dan situs-situs internet.

c. Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber
bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non
hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik

penulisan skripsi.'®

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah
terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu
metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum
diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan
komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain
dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,
ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan
kajian sebagai bahan komparatif. Menurut Peter Mahmud dalam melakukan
penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:!”

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang

mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;

15) Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu TinjauanPSirrpat,
Grafindo Persada, Jakarta, 2006), hlm.165

18 OpcitPeter Mahmud Marzuki, hlm. 164

7ibid.hlm 213.
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c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-
bahan yang telah dikumpulkan

d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum
Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di

dalam kesimpulan.'®.

18 Op. CitPeter Mahmud Marzuki, hlm.171
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BAB Ii
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Negara Demokrasi

2.1.1 Negara Demokrasi

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan
istilah (terminologis). Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata yang
berasal dari bahasa Yunani yaitu demogang berarti rakyat atau penduduk suatu
tempat dan crateimtau cratosyang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi,
secara bahasa demos-crateimu demos-cratddemokrasi) adalah keadaan
Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan beradadi tangan rakyat,
kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa,
pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. '°Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut
paham demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat.
Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang
menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar. Pada penegasan yang lain, Konstitusi Kkita juga
menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Upaya
penerapan Cita Negara Hukum Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara yang demokratis bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa guna
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial, sesuai dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945.

Demokrasi dalam arti sempit menurut Joseph Schumpeter, adalah sebuah
metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga
negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-

pemimpin politik yang bersaing meraih suara dan pada pemilihan berikutnya,

19 Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Man(Qdiyarakat Madani, Jakarta: ICCE
UIN Jakarta, 2000), him. 110.

10
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warga negara dapat mengganti wakil mereka yang dipilih sebelumnya.
Kemampuan untuk memilih di antara pemimpinpemimpin pada masa pemilihan

inilah yang disebut demokrasi.?°

Diskursus tentang negara hukum mulai berkembang saat mencuatnya
pemikiran tentang teori hukum alam yang tumbuh di Eropa pada abad ke-17
hingga abad ke-18. Secara umum dalam teori negara hukum, dikenal adanya dua
macam konsepsi tentang negara hukum, yang terdiri atas konsep negara hukum
dalam arti rechtsstgatan negara hukum dalam pengertian sebagaithe rule of
law Istilah rechtsstaéikenal dalam negara-negara Eropa Kontinental, paham ini
dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan
Fichte. Sedangkan the rule of [adlkembangkan dalam negara-negara anglo
Saxonpara penganut common /gyang dipelopori oleh A.V. Dicey di Inggris.
Namun demikian, pada dasarnya kedua konsepsi tersebut memiliki satu maksud
yang serupa, yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan
penghormatan atas martabat manusiathe dignity ofrian

Konsep Negara Hukum di dalamnya terkandung pengertian adanya
pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip
pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia,
adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin
persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap
orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.
Dalam paham Negara Hukum yang demikian, pada hakikatnya hukum itu
sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi
(nomocrakygan doktrin the Rule of Lgwnd not of MarDalam kerangka the
rule of Lawitu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai
kedudukan tertinggi (Ssupremacy of )/autanya persamaan dalam hukum dan
pemerintah (equality before the)/dm berlakunya asas legalitas dalam segala

20 Hasbi Umar, “ Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu
DPR/DPR D, Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008,hlm. 315.
21 Ibid hlm.45
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bentuknya dalam kenyataan praktek (due process of)i&w

Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa Ide dasar dari negara hukum ini
ialah bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan
adil. Oleh karena itu, dalam negara hukum setidaknya tercakup adanya 4 (empat)
tuntutan dasar :

Pertamatuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan
langsung masyarakat; keduauntutan bahwa hukum berlaku sama bagi
segenap penduduk dan warga negara ; ketigdegitimasi demokratis
dimana proses pembentukan hukum harus mengikutsertakan dan
mendapat persetujuan rakyat ; dan keempatntutan akal budi yaitu
menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat.*?

Pentingnya pembatasan terhadap kekuasaan negara/pemerintah ini didasari

oleh falsafah Lord Acton yang menyatakan bahwa :

Manusia yang mempunyai kekuasaaan cenderung untuk
menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai
kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya ( power tends
to corrupt, but absolute power corrupt)absghsde/ymtuk
membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan Negara itulah yang
dinamakan  democrasy constitusional Ciri-cirinya  adalah
pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, dan tidak dibenarkan
bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan
atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi, sehingga
sering disebut sebagai pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Dengan tertib berpikir demikian, maka dipahami bahwa konstitusi

merupakan sarana untuk membatasi penguasa negara. Penggunaan konstitusi
sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan negara telah melahirkan paham
konstitusionalisme. Di dalam gagasan konstitusionalisme tersebut, konstitusi atau
undang-undang dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan
pembagian kekuasaan (@natomy of a power relajicaghietapi dipandang
sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu di satu pihak untuk
menentukan dan membatasi kekuasaan dan dipihak lain untuk menjamin hak-hak

asasi politik warga negaranya. Konstitusi dipandangsebagai perwujudan dari

22 /bid him.46

2 Franz Magnis Suseno, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat InndBiasianu,
Surabaya, 1991),hlm.295

24 |bidhlm.297
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hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat- pejabat pemerintah,

sesuai dengan dalil “Government by laws, not by men
2.1.2 Unsur-Unsur Negara Demokrasi

Sebuah negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang
tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Adalah demokrasi, sebuah bentuk
pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk
memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Berbeda dengan monarki yang
menjadikan garis keturunan sebagai landasan untuk memilih pemimpin, pada
republik demokrasi diterapkan azas kesamaan di mana setiap orang yang memiliki
kemampuan untuk memimpin dapat menjadi pemimpin apabila ia disukai oleh

sebagian besar rakyat. Jean Jacques Rousseau memaparkan pendapatnya bahwa :

Penguasa/pemerintah telah membuat sebuah perjanjian dengan
rakyatnya yang ia sebut dengan istilah kontrak sosial. Dalam sebuah
republik demokrasi, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat ini
diwujudkan dalam sebuah pemilihan umum. Melalui pemilihan
umum, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi wakilnya dalam
proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan masa
depan sebuah negara.?

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang
berbentuk republik dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi.
Dalam pokok pikiran ketiga Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 terkandung
bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat
berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu,
sistem negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas
kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Dalam
ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Juan J. Linz dan Alferd Stephan membuat kriteria pokok mengenai

demokrasi, secara ringkas sebagai berikut :

%5 J.J. Rousseau dalam Rizky Argama, Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Penerapan
Konsep Kedaulatan Rgkjakultas Hukum UI, Jakarta , 2004), hlm.9
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Kebebasan hukum untuk merumuskan dan mendukung alternatif-
alternatif politik dengan hak yang sesuai untuk bebas berserikat,
berbicara dan kebebasan dasar lain bagi setiap orang, persaingan
yang bebas dan anti kekerasan diantara pemimpin dengan keabsahan
periodik bagi mereka untuk memegang pemerintahan, dimasukkanya
seluruh jabatan politik yang efektif didalam proses demokrasi dan
hak berperan serta bagi semua anggota masyarakat politik, apapun
pilihan politik mereka. Secara praktis ini berarti kebebasan untuk
mendirikan partai partai politik dan menyelenggarakan Pemilihan
Umum yang bebas dan jujur pada jangka waktu tertentu tanpa
menyingkirkan jabatan politik efektif apapun dari akuntabilitas
pemilihan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.2®

Bentuk negara hukum yang dikemukakan Albert Venn Dicey
tersebut memuat tiga unsur pokok, yaitu meletakkan supremasi hukum
dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Kemudian agar supremasi
hukum tersebut dilakukan, maka adanya kedudukan yang sama di depan
hukum. Sedangkan pada unsur yang terakhir,Albert Venn Dicey
mengganggap bahwa jaminan terhadap hak hak manusia bukan saja
ditegaskan oleh konstitusi tetapi juga dapat dilakukan melalui keputusan
pengadilan.?’

Menurut Arief Sidharta dalam unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum

itu meliputi lima hal sebagai berikut:?

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar
dan pemghormatan atas martabat manusia;

2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum bertujuan menjamin bahwa
kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk
mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga
dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat predictabl/eAsas-
asas yang terkait dengan kepastian hukum itu adalah:

a. Asas legalitas, konstitusional, dan supremasi hukum,;

26 Nurtjahyo, Hendra, Op. Cit.hlm. 7

27 Albert Venn Dicey, /ntroduction to the Study of the Law of the Canikbitdiion
Macmillan Press, 1979), Hlm, 190

28 B.Arief Sidharta, kajian Kefilsafatan tentang Negara d&ldaurfurnal Hukum
Jentera, Edisi 3 tahun II, Nopember 2004, hlm. 124-125.
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b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan
tentangcara pemerintah dan para pejabatnya melakukan
tindakanpemerintahan;

c. Asas non-retroaktidimana undang-undang ,sebelummengikat
harius lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;

d. Asas peradilan bebas, independen, imparsial, dan objektif,
rasional adil dan manusiawi;

e. Asas non-liqugtakim tidak boleh menolakperkara karena alasan
undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;

f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin
perlindungannyadalam undang-undang atau UUD.

Asas Similia SimilibugAsas Persamaan). Dalam negara hukum,

pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus

nondiskriminatif). Aturan hukum berlaku sama untk setiap orang,
karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak. Dua hal
penting yang terkandung dalam asas ini adalah:

a. Persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan.

b. Tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

Asas Demokrasi. Asas ini memberikan suatu cara atau metode

pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa tiap orang harus

mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan
pemerintahan. Asas ini diwujudkan lewat sistem representasi

(perwakilan rakyat) yang mempunyai peranan dalam pembentukan

undang-undang dan kontrol terhadap pemerintah. Beberapa hal

penting dalam asas demokrasi:

a. Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan

adil.

b. Pemerintah  bertanggung jawab dan  dapat  dimintai

pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat.
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c. Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang
sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan putusan
politik dan mengontrol pemerintah.

d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian
rasional semua pihak.

e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat.

f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi.

g. Rancangan  undang-undang harus dipublikasikan untuk
memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

5. Pemerintah dan pejabat pemerintah mengemban fungsi pelayanan
masyarakat. Pemerintah mengemban tugas untuk memajukan
kepentingan warga negara, semua kegiatan pemerintahan harus terarah
kepada kesejahteraan umum. Ciri-ciri suatu Negara Demokrasi adalah
sebagai berikut:?

a. Adanya keterlibatan warga Negara (rakyat) dalam pengambilan
keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung
(perwakilan);

b. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga Negara dalam segala
bidang;

c. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga Negara;

d. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk

di lembaga perwakilan rakyat.

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu Negara Demokrasi adalah
pengakuan hak manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan
yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkangagasan dasar tersebut terdapat 2

(dua) asas pokok Negara Demokrasi, yaitu:3°

a. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-

wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum,

2 Azyumardi Azra, Op.Cit.hlm. 122
O/bid


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

17

bebas, dan rahasia serta adil; dan
b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan
pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan

bersama.
2.2Pemilihan Umum

Pemilu merupakan suatu sarana yang amat penting untuk rakyat dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya
yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan
umum yang diselengarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan
berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup

akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.>!

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Menurut Harris G.Warren, pemilu adalah kesempatan
bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan
memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah.
Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah
sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. ** Sedangkan menurut
A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan

perwujudan yang nyata untuk keikut sertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Widodo Ekatjahjana pemilihan umum sebagai salah satu sarana
untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, paling tidak mesti didasari oleh

beberapa hal, yaitu :3

31 Miriam Budirjo, Dasar-Dasar lImu Po/itiT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
2008), him. 461

32 Ramlan Surbakti, .Memahami lImu Po/i#&.Grasindo, Jakarta, 1992), hlm. 15

3 Widodo Ekatjahjana, dalam artikel bunga rampai : Konsep Hukum Pemilu Dasar dan
Asas Hukum Yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu diUnderngsidember, Jember,
2011, hlm.4


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

18

Mulai dari Adanya peraturan perundang-undangan yang memadai
sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang
mengedepankan asas pemilu indonesia yaitu Luber Jurdil, serta lembaga
yang berwenang dalam hal pelaksanaan serta pengawasan Pemilu, serta
lembaga penegak hukum yang bertugas untuk menegakkan segala aturan
yang telah diamanatkan oleh UU Pemilu Indonesia.

Negara yang berbentuk republik memiliki suatu sistem pemerintahan yang
tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Adalah demokrasi, sebuah bentuk
pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan
untukmemenuhi kepentingan rakyat itu sendiri.Terkait dengan hal tersebut
Andrew Reynolds menyatakan bahwa : 3*Pemilihan Umum merupakan suatu
metode dimana di dalamnya berisi suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan
dan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh
partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana terpenting
untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili

mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara.

2.35atuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
2.3.1 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu ”pamong” dan ”praja”.
Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja
memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja
dapat diartikan sebagai pengurus kota.>”

Berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 256 ayat (1) yang dimaksud dengan Satuan Polisi
Pamong Praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan®® Sedangkan

diperjelas lagi mengenai definisi Satpol PP didalam Peraturan Pemerintah Nomor

3 Andrew Reynolds, Merancang Sistem Pemilihan Wawarduan J. Linz, et.al.,
Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan NeggréBmebaga Lain
Mizan, 2001) hlm.102

% Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa IndoGasiadia Press,., hlm. 485.

3% lihat pasal pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
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16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 1 angka 1 dan
angka 2 yang berbunyi demikian Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya
disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban
umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Sedangkan, Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota
Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri
sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan
£.37

masyaraka

2.3.2 Tugas, fungsi dan Kewenangan Polisi Pamong Praja

Tugas Satpol PP yaitu menegakkan peraturan daerah dan
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Pasal 5%, Satpol PP mempunyai fungsi sebagai berikut:*

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, menyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat.

b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.
Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat di daerah serta Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.

c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

daerah, dan/atau aparatur lainnya.

37 Lihat pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja

3 Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja

3 Lihat pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja
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d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi
dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.

e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Pembentukan satuan polisi pamong praja pada mulanya untuk mengatasi
adanya celah keorganisasian antara kepala wilayah dan kepala Polri setempat.
Berdasarkan aturan perundangan yang berlaku, kepala wilayah dibebani tanggung
jawab atas pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah yang mana juga
menjadi tugas utama dari Polri. Dalam pembebanannya kurang diperlengkapi
dengan wewenang untuk menggerakkan Polri sebagai alat pelaksana. Jadi struktur
pemerintahan daerah yang ada tidak menjamin berlangsungnya pelaksanaan tugas
kepala wilayah secara otomatis. Kebutuhan kepala wilayah akan alat pelaksana,
yang dapat digerakkan secara langsung tidak dapat dihindari. Kondisi demikian
mendesak pemerintah pusat untuk membentuk satuan tersebut yang langsung
berada di bawah kepala wilayah“°.

Keberadaan polisi pamong praja dalam jajaran pemerintah daerah mempunyai
arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu kepala daerah
dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah
seperti apa yang telah diatur didalam pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja sehinga dapat berdampak
pula kepada upaya peningkatan pendapatan asli daerah, oleh karena itu maka
polisi pamong praja memiliki tugas/wewenang yaitu:*!

1. melakukan tindakan penertiban nonyustisiaérhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau
peraturan kepala daerah,

2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

3. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan

masyarakat,

40 Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja, Fungsi dan Struktur Pamong, @chyani,
Bandung,1978), hlm. 193

4 Lihat pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja
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melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda
dan/atau peraturan kepala daerah, danmelakukan tindakan administratif terhadap
warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas

Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
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BAB IV
PENUTUP
4.1Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang
ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja jelas disebutkan bahwa Satuan Polisi
pamong praja adalah aparat penegak hukum dimana kewenangannya adalah
menindak seseorang atau pihak-pihak pelanggar Perda/Perkada. Dalam
kaitannya dengan pemilu Satuan Polisi Pamong Praja kedudukannya bersinergi
dengan lembaga-lembaga lain seperti halnya POLRI, KPU, BAWASLU untuk
melakukan pengamanan dalam hal kelancaran proses pemilu mulai dari tahap
pra pelaksanaan, pelaksanaan sampai dengan pasca pelaksaan, menjadi perlu
diperhatikan kewenangan Satpol PP sebagai Aparat Penegak hukum ANon
Yustisiakntunya apabila ada terjadi pelangaran dalam hal Pemilu harus selalu
berkoordinasi dengan aparat Kepolisian untuk menindak para pelanggar dalam
hal pemilu.

2. Kendala atau hambatan-hambatan yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja
dalam menjalankan tugas dan kewenangannya ada beberapa faktor mulai dari
faktor internal dan eksternal sampai dengan faktor yuridis dimana aturan atau
ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur atau yang menjadi payung hukum
seringkali menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas
dan fungsinya di lapangan, karena mengatur kewenangan yang sama dengan

aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

52
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4.2 Saran
Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan
kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan beberapa

saran sebagai berikut :

1. Seharusnya dengan pelibatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam
pengamanan Pemilihan Umum perlu diperhatikan kewenangan Satpol PP
sebagai Aparat Penegak hukum ANon Yustisiaéntunya apabila ada terjadi
pelangaran dalam hal Pemilu harus selalu berkoordinasi dengan aparat
Kepolisian untuk menindak para pelanggar dalam hal pemilu, setidaknya
dengan sinegritas para aparat dapat mewujudkan unsur daerah yang aman,
tertib dan tenteram, dan dapat dengan jelas mengetahui batasan-batasan
kewenangan antara kedua aparat penegak hukum tersebut dan tidak terjadi
tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja
dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

2. Seharusnya pemerintah mulai memikirkan apa saja kendala-kendala yang
dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya
di lapangan, agar satuan polisi pamong praja mampu untuk bersinergi dengan
aparat-aparat lainnya dengan baik, solusi untuk mengatasi kendala-kendala
ataupun hambatan baik intenal maupun eksternal perlu difikirkan untuk
profesionalitas kinerja satuan polisi pamong praja setidaknya dengan cara
peningkatan SDM dari aparat Satuan Pamong Praja ataupun memperbaiki

sarana dan prasarandanya.
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